
GUBERiNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 25 TATIUN 2023

TENTANG

PENJABARAIT PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAIT BELIINJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANq}ARAN 2022

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menlmbang bahwa untuk melaksa-nakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, perlu
ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8)
menjadi Undang-Undang (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah dlubah dingan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Nepiara
Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea perolehan
Hak Atas Tanah dan- Bangunan (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan t eribaran N.g*"
Republik Indonesia Nomor 36gg) sebagaimana telah diubah
9-""g"r, Undang-Undang Nomor'20 Tatun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39gg);
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan Negara (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-undang Nomor I Tahurr 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

1O. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O I 1 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana
yang telah diubah beberapa kali, teralhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 terrtang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68O1);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2oo5 tentang pengelolaan Keuangan
Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45o2)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2 Nomor tzr, tambahan t embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2O05 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
46r41;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O10 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tattun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor l7g1);

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2OOT
tentang Pokok-Pokok Perencanaan pembangunan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah provinsi
Lampung Tahun 2OO7 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 315);

24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (I*mbaran
Daerah Provinsi l,ampung Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor ...);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAI{ GUBERNUR TEI{TAI{G PENJABARAN
PERTANGGUNG\,AWABAN PELAI(SANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat
dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat
dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban
Daerah tersebut.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencana€rn, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggunglawaban, dan
pengawas€rn Keuangan Daerah.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selaljutnya
disingkat APBD adalah APBD Provinsi Lampung.

4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

7. Dana Tralsfer Umum adalah dana yalg dialokasikan dalam APBN
kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan
Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan
urusan Daerah.

9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana
yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka
persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah.

10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana
yang bersumber dari pendapatan ApBN yang dialokasikan dengal
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah uniuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.

11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah
dana yang bersumber dari pendapatan ApBN yang dialokasikan
kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakal Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

12. Belanja Daerah adatah semua kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagaipengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran ierkenaan.
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13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak
lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

15. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib
dibayar Pemerintah Daerah dan/ atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian,
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

16. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam
1 (satu) tahun anggaran.

17. Beban adalah penurunzrn manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih
lebih rea-lisasi penerimaan dan pengeluaran €rnggaran selama 1 (satu) periode
anggaran.

19. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat pe{anjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

20. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut
dengan nama lain adalah Perda Provinsi Lampung.

21. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan
Gubernur Lampung.

22. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dal mensejahterakan masyarakat.

23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adatah DPRD
Provinsi Lampung.

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran tahunan ang!{aran 2023 terdiri atas:

1. Peadapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-lain Pendapatan yg Sah

Jumlah Pendapatan

Rp. 3.678.302 .294.58O,7 1

Rp. 3. 1 18.930.589.890,00
Rp. 39.714.087.723 ,00
Rp. 6.836.946 .97 2.t93,7 1

2 BelanJa

a. Belanja Operasi
b. Belanja Modal
c. Belanja Tak Terduga

Jumlah BelanJa

Rp. 4.4O7 .7 09.7 39.253,61
Rp 1.025.325.883.958,33
Rp. 223.500.000.00
Rp. 5.433.259 .123.21 r,94

3. Transfer Rp. 1.353. 1 14.947.4OL,OO
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Transfer Rp. 1.353. 1 14.947.4Ot,oO

Surplus/Defisit Rp. 371.817.944.437,92

6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 292.676.339.O39,78

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini dan dirinci lebih lanjut ke dalam
penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
padatanggal jt- I - 2023

GUBERNUR LAMPUNG.

ARINAI DJUI{AIDI

Diundangkan di Bandar Lampung

Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan Netto

pada tanggal

SEKRETARIS
3t o23

PROVINSI LAMPUNG,

RIZAL D INTO
NrP. 19641021 199003 1008

BERITA DAERAII PROVINSI LAMPUIYG TAIIUN 2023 NOMOR

Rp. 383.279.77O.163,O1
Rp. L4L.L76.332.7O4.OO
Rp. 242.1O3.437.459,01
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3. Transfer Rp. 1.353. I 14.947.4O1,OO

Surplus/ Defisit Rp. 371.817.944.437,92

343.279.770.163,Or
t4t.L76.332.704,OO

Rp. 242.rO3.437.459,01

6, Sisa Lebth Pembiayaan Anggaran Rp. 292.676.339.039,78

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini dan dirinci lebih lanjut ke dalam
penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Paad 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundalgan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
padatanggal 31 -8-2023

GUBERIiIUR LAMPUNG,

ttd
ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
padatanggal 3l - I -2023
SEKRETARIS DAERAH PROVIilSI LAMPUNG,

aslinya
IIUKUM,

ttd
FAHRIZAL DARMINTO

NrP. 19641021 199003 1008

Utsma Muda
NIP. 1

Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaal

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp.
Rp.

S

BERITA DAERAH PROVINSI LA.IIIPUNG TAHUN 2023 NOMOR

199103 1 004



LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

DICETAK dAi: SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH NOMOR
TANGGAL

: JJ- TAHUN 2023
, -3t - 9' - 2oz3

PEMERINTAH PROV!NS! LAMPUNG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGAR AN 2022

KODE REKENING URAIAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN
REALISASI (Rp) f/"1

1 2 3 5=4,3 6

4 PENDAPATAN DAERAH 6,915.251.441.290,74 6.836.946.972.193,7r 78.304.469.097,03 1,13

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.784.650.845.884.74 3.678.302.294.s80.71 2,81

4.1.1 Pajak Daerah 2.805.998.551 .971 ,00 3.1 26.137.885.658.00 (320.139.333.687,00) (1r.41)

4.1.2 8.445.790.038.00 6.602.045.'t 54,00 1.843.744.884,00 21.43

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 307.388.042.35ri.74 45.568.658.794,74 261.819.383.562.00 85,18

4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 662.818.461 .519.00 499.993.704.973,97 162.824.756.545.03 24,51

4.2 PENOAPATAN IRANSFER 3.084.450.046.320,00 3.1 18.930.589.8S0.00 (34.480.543.570.00) 11,12)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.062.904.230.000.00 3.100.575.550.394,00 (37.67 r.320.394.00)

4.2.2 21 .545.81 6.320,00 r 8.355.03S.496.00 3.190.776.824.00 14,81

4.3 LAIN.LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 46.1 50.549.086.00 39.7',t 4.087.723.00 6.436.461.363,00 13,95

4.3.1 Pendapatan Hibah 46.150.549.086,00 39.714.087.723,00 6.436.461 .363,00 13,95

BELANJA 6.786.371.070.612,94 320,384.524.890,13

5.1 BELANJA OPERASI 4.587.842.594.6s4,93 4.407.70S.739.253.6',| 180.132.855.401.32 3,S3

5.1.1 Belanja Pegawai 2.044.916.010.862,35 1.970.940.686.655.00 3,62

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1 .895.523.308.030,58 1.816,423.482.989.79 79.099.825.040,79 4,17

5,',I .3 Belanja Bunga 12.829.045.899.00 '12.829.045.8S9 00 0,00 0,00

5.1.5 613.979.597.863,00 587.127.478.959.82 26.852.1 18.903,18 4,37

5.1.6 Belanja Banluan Sosaal 20.594.632.000,00 20.389.044.750.00 1.00

BELANJA MODAL 1.135.980.9S9.468,44 1.025.325.883.958,33 110.655.115.510.11 9.14

5.2.1 Belanja tvtodal Tanah 0.00

275.947.612.596.44

0.00 0,00 0,00

5.2,2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 235.268.685.782,25 40.678,926.814.19 14,14

5.2.3 Belanla Modal Gedung dan Bangunan 284.635.293.069,95 17.326.966.224.05 5,7 4

Halaman 1/2

4

'r 06.348.55r.304,03

Retribusi Daerah

1.2.1 (r,23)

Pendapatan Transfer Antar Daerah

7.106.758.595,503,07 4,51

73.915.324.201,35

Belanla Hibah

205.587.250.00

301 .962.259.294.00



DiCEIAK CIATi: SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING

JUMLAH (Rp} BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN
REALISASI (/"t

1 3 4 5=4-3 6

5.2.4 Belanja l\,lodalJalan, Jaringan. dan lrigasi 533.254.740.600,00 481.854.158.305,13 51.400.582.294,87 9,64

5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 24.541 .386.978,00 23.292.746.801.00 1.248.640.177.00 5.0s

5.2.6 Eelanja Modal Aset Lainnya 275.000.000,00 275.000.000.00 0,00 0,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 20.487.250.000,00 223.500.000,00 20.263.750.000.00 98,S1

5.3.1 Belanja Tidak Terduga 20.487.250.000.00 223.500.000.00 20.263.750.000.00 98,91

5.4 BELANJA TRANSFER 1 .362.4 47 .151 .319 .10 1.353.114.947.401.00 9.332.803.978.70 0,69

5.4.1 Belanla Bagi Hasil 1.362.347.751.379.70 1.353.014.947.40r ,00 9.332.803.978.70 0,69

5.4.2 Belaaja Bantuan Keuangan 100.000.000.00 100.000.000,00 0,00 0,00

Surplus / oefisit -191.507.154.212,33 50.572.901.580,77 (242.080.055.793,10) 126,41

6 573.867.'154.212,33 524.456.102.867,01 49.411.051.345,32 8,61

6.1 PEN E RI MAAN PEI\,1 BIAYAAN 382.6A7 .154.212.33 383.279.770.',r 63.01 (5S2.6r5.950,68) (0,15)

6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 382.687.154.212,33 383.279.770.163.01 (5S2.615.950,68) (0,1s)

6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0.00

141.176.332.704.00

0,00 0,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1g',t .180.000.000,00 50.o03.667.296,00 26,16

6.2.2 50.000.000.000.00 0,00 s0.000.000.000.00 100,00

6.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 141.180.000.000,00 141.176.332.704.00 3.667.296.00 0,00

Pembiayaan Netto 191.507.154.212,33 242,103.431 .159,O1 (50.596.283.246,68) (26,421
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D\CCIAK dAi:SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN
REALISASI (RP) (/"t

1 3 4 5=4-3 6

5.2,4 Belanja l\/lodalJalan, Jaringan, dan kigasr 533.254.740.600,00 481.854.158.305.13 5',t .400.582.294.87 9,64

5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 24.541.386.978.00 23.292.746.801,00 1.248.640.177,00 5,09

5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya 275.000.000.00 0,00 0,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 20.487.250.000.00 223.500.000.00 20.263.750.000.00 98,91

5.3.1 Belanja Tidak Terduga 20.487.250.000,00 223.500.000,00 20.263.750.000,00 98,9'l

5.4 BELANJA TRANSFER 1.362.441 .751.379.70 1.353.1r4.947.401.00 9.332.803.978.70

5.4.1 Belanja Bagi Hasil 1.362.347.751.379,70 1.353.014.947.401,00 0,69

5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 100.000.o00.00 100.000.000,00 0.00 0,00

Surplus / Oefisit .1 91.507.',l 54.2',1 2,33 50.572.901.580,77 (242.080.0s5.793,10)

6 PEMBIAYAAN DAERAH 573.867.154.212,33 524.156.102.867.01 49.411.051.345,32

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 382.687.154.212.33 383.279.770.163,01 (592.61 5.950,68) (0,1s)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 382.641 .1 54 .212 .33 383.279.770.163,01 (592.61 5.950.68) (0,1s)

6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 19',l.180.000.000,00 141.176.332.704,00 50.003.667.2S6,00 26,16

6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 50.000.000.000.00 50.000.ooo.000.00 100,00

6.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 141.180.000.000,00 3.667.296.00 0.00

Pembiayaarl Netto 191.507.154.212,33 242.103.437.459,01 (50.596.283.246,58) (26,42't

GUBERNUR LAMPUNG,
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275.000.000,00

0,69

s.332.803.978,70

-t26,41

8,61

6.1.1

0,00

141.176.332.704,00


